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PUTUSAN 

Nomor 4587/Pdt.G/2021/PA.Sda 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara 

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan 

putusan dalam perkara cerai gugat antara: 

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan 

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten 

Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa 

kepada KOESWARI, S.H., Advokat/ penasehat hukum 

yang beralamat di PERUM WISMA TROPODO, JL. 

KEMUNING ASRI BARAT GF/18, WARU - SIDOARJO, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 06 Desember 

2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 

3837/kuasa/12/2021/PA.Sda Tanggal 17 Desember 2021, 

sebagai Penggugat; 

melawan 

TERGUGAT, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan , tempat 

kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai 

Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat; 

 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 17 Desember 2021 

dengan register perkara Nomor 4587/Pdt.G/2021/PA.Sda, mengemukakan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat  telah menikah pada tanggal 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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08-09-2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo dengan  Kutipan Akta 

Nikah No: 0867/064/IX/2017; 

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat 

telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir 

tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kota Surabaya;  

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan 

hubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang 

anak bernama ANAK I, lahir 01-06-2019, (umur 1 tahun 10 bulan). 

Sekarang anak ikut Penggugat; 

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat 

rukun dan  harmonis. Namun sekitar bulan Juni 2021 keadaan rumah 

tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dengan adanya 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat tidak 

memberi nafkah lahir. 

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat  

memuncak  pada bulan Juni 2021 yang akhirnya Penggugat pulang ke 

rumah orangtuanya di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga antara Penggugat 

dan Tergugat sudah berpisah 6 bulan; 

6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, 

lahir 01-06-2019, (umur 1 tahun 10 bulan) belum mandiri atau belum 

mumayyiz, maka Penggugat memohon hak pemeliharaan anak 

(hadhonah) ditetapkan kepada Penggugat; 

7. Bahwa oleh karena biaya pemeliharaan anak ditanggung ayah 

(Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf (c)), maka Penggugat 

memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar 

biaya pemeliharaan anak (hadhonah) sebesar minimal Rp 1.000.000,-  

(Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak mandiri dengan kenaikan 10 

% setiap tahun; 

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada 

Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memeriksa gugatan ini dan 

selanjutnya memberi putusan sebagai berikut : 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 

2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat  terhadap Penggugat  

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I, lahir 

01-06-2019, (umur 1 tahun 10 bulan) dalam asuhan (hadhonah) 

Penggugat.  

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak  

sebesar minimal Rp 1.000.000,-  (Satu juta rupiah)  setiap bulan 

dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak mandiri. 

5. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku. 

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. 

        Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada 

KOESWARI, S.H., Advokat berkantor di PERUM WISMA TROPODO, JL. 

KEMUNING ASRI BARAT GF/18, WARU - SIDOARJO, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah 

sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat 

telah hadir sendiri di persidangan, kecuali pada sidang tanggal 04 Januari 2022 

dan tanggal 18 Januari 2022 Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil 

secara sah dan patut; 

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat 

untuk menempu upaya mediasi dengan mediator bernama Rini Astutik, S.HI., 

M.H., sesuai laporan tanggal 04 Januari 2022, akan tetapi mediasi tidak 

berhasil; 

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha 

mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah 

tangga, namun tidak berhasil; 

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup 

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang 

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; 

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir setelah mediasi, maka tidak 

dapat didengar jawaban atau keterangannya;  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah 

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : 

A.SURAT 

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, 

Kabupaten Sidoarjo, Nomor 0867/064/IX/2017 Tanggal 08 September 

2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan 

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian 

diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;  

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor 

3515185805940002, tanggal 29 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;  

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I Nomor 

3578-LT-15102019-0040 tanggal 15 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya Bukti surat 

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya 

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti 

(P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; 

 

B.SAKSI 

Saksi 1. umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat 

tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah 

Paman Penggugat 

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan 

suami istri menikah pada September 2017. 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama 

sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir tinggal di rumah orangtua 

Tergugat di Kota Surabaya 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4
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 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 

bernama ANAK I, lahir 01-06-2019, (umur 1 tahun 10 bulan) 

 Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan 

pertengkaran. 

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar 

disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir 

 Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat 

berpisah tempat tinggal selama 6 bulan 

 Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat. 

 Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik. 

 Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat 

agar rukun kembali, namun tidak berhasil. 

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka. 

 

Saksi 2. umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat 

tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang 

pada pokoknya sebagai berikut : 

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah 

Kakak Ipar Penggugat 

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan 

suami istri menikah pada September 2017. 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama 

sebagaimana layaknya suami isteri dan terakhir tinggal di rumah orangtua 

Tergugat di Kota Surabaya 

 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak 

bernama ANAK I, lahir 01-06-2019, (umur 1 tahun 10 bulan) 

 Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan 

Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan 

pertengkaran. 

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar 

disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5
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 Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat 

berpisah tempat tinggal selama 6 bulan 

 Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat. 

 Bahwa kondisi anak selama ikut Penggugat sehat dan terawat dengan baik. 

 Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat 

agar rukun kembali, namun tidak berhasil. 

 Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka. 

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan 

menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan 

tanggapannya karena tidak hadir; 

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada 

gugatannya serta  mohon  putusan; 

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala 

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai 

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah 

sebagaimana telah diuraikan di atas; 

        Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa 

kepada KOESWARI, S.H., Advokat berkantor di PERUM WISMA TROPODO, 

JL. KEMUNING ASRI BARAT GF/18, WARU - SIDOARJO, berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2021 

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah 

memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa,  maka Majelis Hakim 

berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan 

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan 

dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum 

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo; 

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 

82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor  7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 

dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan 

Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan  

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6
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sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah 

memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah 

ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut 

tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, 

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut 

sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009; 

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa 

rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi 

pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah lahir, akibatnya terjadi 

pisah tempat tinggal selama  6 bulan, selama berpisah antara Penggugat dan 

Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami-istri; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak 

menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka tidak dapat didengar jawaban 

atau keterangannya;  

        Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah 

mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa  bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, 

bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, isi 

bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah 

melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat 

formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan 

pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

 Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, 

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal 

Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.4587/Pdt.G/2021/PA.Sda 

oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna 

dan mengikat; 

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 

an. Anak Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok 

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan 

mengenai Identitas anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut 

telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut 

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat; 

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, 

keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam 

duduk perkara; 

Menimbang, bahwa 2 orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang 

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi 

keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh 

para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu 

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh 

Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, 

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga 

keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat 

diterima; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis 

serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta 

hukum sebagai berikut: 

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah; 

 Bahwa selama dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat ANAK I, 

lahir 01-06-2019, (umur 1 tahun 10 bulan); 

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan 

Tergugat tidak memberi nafkah lahir, dan telah berpisah selama 6 bulan 

 Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis 

Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah 

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal 
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selama 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya 

sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah menyatakan 

ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak 

(hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama ANAK I, lahir 

01-06-2019, (umur 1 tahun 10 bulan), Majelis Hakim berpendapat bahwa 

berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta 

adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca 

perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan 

terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil 

dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa; 

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah 

terbukti bahwa anak bernama ANAK I, lahir 01-06-2019, (umur 1 tahun 10 

bulan) selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. 

Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas 

serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor  1 

Tahun 1974 jo. Pasal  105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, 

serta  sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 : 

 

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia 

mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih 

berhak untuk memeliharanya. 

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabukan, dengan 

menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;  

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya 

sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu 

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya 
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keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 

Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri 

tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, 

yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut 

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka 

alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) 

Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat untuk 

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan 

Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra 

Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan 

Agama Sidoarjo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud 

Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun 

dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi 

keduanya boleh melakukan akad nikah baru; 

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang 

Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

MENGADILI 

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat  

3. Menetapkan anak bernama ANAK I, lahir 01-06-2019, (umur 1 tahun 10 

bulan) berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban pemegang hak 

hadhonah memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak 

hadhonah untuk bertemu dengan anaknya. 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

 

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.4587/Pdt.G/2021/PA.Sda 

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah); 

 

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari 

Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil 

Akhir 1443 Hijriah, oleh Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. 

H. Ilmi dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy., masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 

dengan didampingi oleh Hamim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan 

dihadiri oleh kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat. 

 

Hakim Anggota  

 

 

Drs. H. Ilmi 

 

 

Drs. Imam Shofwan, M.Sy. 

Ketua Majelis, 

 

 

Drs. Hm. Ridwan Awis, M.H 

 Panitera Pengganti, 

 

 

Hamim, S.H. 

 

Perincian biaya : 

Pendaftaran  Rp 30.000,00  

Proses  Rp 75.000,00  

Panggilan  Rp 325.000,00  

PNBP Rp 30.000,00  

Redaksi  Rp 10.000,00  

Meterai  Rp 10.000,00  

Jumlah  Rp 480.000,00  

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) 
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